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Abstrak: HKI merupakan ekspresi dari sebuah ide yang telah memenuhi tiga syarat,
yaitu pertama, ide itu tidak hanya sebatas ide atau gagasan, tetapi harus diekspresikan
dalam bentuk nyata. Kedua, ekspresi dari ide tersebut belum pernah diungkapkan kepada
siapapun dan dimanapun, yang biasa disebut dengan orisinalitas ide. Ketiga, ekspresi ide
tersebut dapat diwujudkan secara nyata, baik dalam bentuk komersial maupun
nonkomersial. Hubungan HKI dengan dunia usaha seperti UMKM dan industri kreatif, HKI
memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai alat perlindungan dari barang atau jasa yang
diproduksi, dan sebagai alat untuk optimalisasi bisnis UMKM dan industri kreatif
khususnya di Kabupaten Mesuji Lampung. Peran pemerintah daerah setempat dalam
mendukung UMKM di Kabupaten Mesuji khususnya kuliner. Mayoritas pelaku UMKM di
Kabupaten Mesuji belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI, karena minimnya
pemahaman dan pengetahuan tentang hak atas kekayaan intelektual, serta keuntungan
yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, HKI, UMKM Industri Kreatif

1. Pendahuluan

Perlindungan HKI dalam konteks bisnis ada tiga fase, yaitu perencanaan, produksi, dan
pemasaran. Selain itu HKI juga dapat digunakan untuk dijadikan perlindungan hukum dan
optimalisasi bisnis UMKM dan industri kreatif. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang
memiliki karakteristik yang istimewa yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai
dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada undang-undang.
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan bahwa karya-karya
yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia adalah objek yang diatur dalam HKI. Inti dari
HKI adalah berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada waktu tertentu. Pada era
globalisasi peran HKI dalam percepatan pembangunan nasional menjadi sentral. Segala lingkup
kehidupan masyarakat pun dapat dijangkau oleh HKI. Adanya peranan HKI dalam ranah usaha dan
ekonomi pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selain daripada hak privat
tentunya.

HKI sebagai hak yang terkait dengan hak kebendaan, hak dari sesuatu yang dihasilkan dan
diproduksi yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang berpikir. Bentuk
dari hasil kerja berupa benda immaterial, benda tak berwujud. Hal fundamental dari HKI adalah
adanya hasil ciptaan tertentu baik di bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan maupun
kombinasi dari ketiga bidang tersebut. Kepemilikan HKI sebagai hak moral yang sifatnya eksklusif.
Dikatakan demikian karena hal tersebut merupakan hak yang datangnya dari sang pencipta yang
berisi larangan kepada pihak lain untuk melakukan perubahan atas kreativitasnya. Hak moral
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tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Dikatakan sebagai hak yang
bersifat pribadi karena lebih cenderung pada nama baik, kemampuan dan integritas pencipta.

Banyaknya bidang HKI sendiri masih belum dimanfaatkan oleh pihak UMKM khususnya di
Kabupaten Mesuiji. Terbukti dari sedikitnya pihak UMKM yang mendaftarkan usahanya ke dalam
HKI. Permasalahan di atas dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pentingnya HKI sehingga
banyak pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji yang memandang bahwa pendaftaran HKI bukanlah hal
yang krusial. Masih sangat tradisionalnya pelaku usaha di Indonesia menjadi penyebab utama, dan
juga banyak dari pelaku usaha tersebut yang masih belum memikirkan perihal HKI. Beberapa
kendala yang dialami oleh pelaku usaha tersebut adalah aksesibilitas dalam melakukan pendaftaran
kekayaan intelektualnya yang dinilai tidak mudah, selain itu biaya pendaftaran yang mahal juga
menjadi kendala lainnya. Peran pemerintah dalam koordinasi antar instansi dan birokrasi yang tidak
tertata juga menambah peliknya problematika yang ada. Minimnya sosialisasi yang dilakukan
menyebabkan adanya pelaku usaha yang bahkan tidak mengetahui tentang HKI sama sekali.

Salah satu bidang UMKM di Kabupaten Mesuji yang memerlukan perhatian terhadap
perlindungan kekayaan intelektualnya adalah bidang kuliner. Mengingat sebagian besar UMKM di
Kabupaten Mesuiji berada pada ranah kuliner. Pengaturan hukum dalam mendaftarkan merek pada
pembuatan bakso pada usaha penggilingan bakso dengan cara melakukan proses registrasi HKI
pada bidang hak merek dapat dilakukan secara online mengingat semakin majunya perkembangan
zaman. Aplikasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) menjadi media pendaftaran HKI secara
online. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Hukum dan HAM). Mengingat permasalahan yang ada di lapangan, banyaknya UMKM di
Kabupaten Mesuiji bidang usaha kuliner yang enggan untuk mendaftarkan HKI atas produk yang
dihasilkannya maka artikel ini ingin membahas permasalahan mengenai bagaimana urgensi
perlindungan hukum atas HKI bagi pelaku umkm industri kreatif di Kabupaten Mesuiji.

2. Metode

Metode penelitian dan pengabdian masyarakat yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hasil penelitian akan berusaha
memberikan gambaran situasi penelitian yang komprehensif, sistematis dan mendalam. Teknik
analisis data yang digunakan adalah dengan analisis secara kualitatif yaitu data-data yang
diperoleh kemudian dikumpulkan secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif
guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Potensi UMKM di Kabupaten Mesuiji dan perannya sendiri belum tertangani secara maksimal
oleh pemerintah. Menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran nasional
adalah salah satu wujud peran dari adanya UMKM. Serta membantu meningkatkan Produk
Domestik Bruto (PDB) dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Mesuiji. Oleh karena itu,
diperlukan adanya perlindungan terhadap UMKM khususnya pada bidang kuliner merupakan bidang
UMKM di Kabupaten Mesuiji dengan jumlah pengusaha yang terbilang banyak digeluti.

Ada banyak UMKM yang bergerak di bidang kuliner, berdasarkan peraturan yang ada,
khususnya dari aspek modal usaha, dan capaian penjualan barang yang diperoleh selama usaha
tersebut dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh Ferliadi menjelaskan bahwa dari data yang
didapatkan dari interviu dengan beberapa UMKM di Kabupaten Mesuji yang bergerak dalam bidang
kuliner menghasilkan bahwa potensi-potensi kekayaan intelektual yang ada meliputi Hak Merek,
Hak Cipta, dan Rahasia Dagang. Namun dari ketiga potensi tersebut, yang paling dominan adalah
potensi Hak Merek, yang diikuti selanjutnya oleh Rahasia Dagang, dan yang paling akhir adalah
Hak Cipta (Ferliadi, 2020).

Mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi HKInya menjadi HKI, karena minimnya
pemahaman dan pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa
saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini
adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh
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mereka yang memiliki kapabalitas dan akses untuk HKI yang dimaksud. Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Merek. Dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), “Merek
Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangakan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang
sejenis lainnya.”

usaha tersebut dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh Ferliadi menjelaskan bahwa dari
data yang didapatkan dari interviu dengan beberapa UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner
menghasilkan bahwa potensi-potensi kekayaan intelektual yang ada meliputi Hak Merek, Hak Cipta,
dan Rahasia Dagang. Namun dari ketiga potensi tersebut, yang paling dominan adalah potensi Hak
Merek, yang diikuti selanjutnya oleh Rahasia Dagang, dan yang paling akhir adalah Hak Cipta
(Ferliadi, 2020). Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum
mendaftarkan potensi HKInya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan
mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa saja keuntungan yang bisa
mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini adalah akibat dari masih
kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh mereka yang memiliki
kapabalitas dan akses untuk HKI yang dimaksud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis
besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), “Merek Dagang adalah
Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangakan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Pengaturan hukum dalam mendaftarkan merek pada pembuatan bakso pada usaha
penggilingan bakso di Kabupaten Mesuji dapat dilakukan dengan prosedur mendaftaran Hak Merek
mereka kepada Ditjen KI. Pendaftaran secara onfine pun dapat dilakukan oleh pengusaha kuliner.
Pendaftaran merek dagang UMKM secara online ini telah difasilitasi penuh oleh Ditjen KI. Alamat
web untuk pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) online dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat umum yaitu di laman https://www.dgip.go.id/, didalamnya mencakup pengurusan Hak
Merek, Paten, Hak Cipta, Desain industri, dan Rahasia Dagang. Sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 oleh Ditjen KI (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).

Sejalan dengan penelitian di atas, Permata berpendapat bahwa pada beberapa HKI seperti
Merek, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merupakan syarat
mutlak pelindungan HKI. Meskipun beberapa HKI lainnya seperti Hak Cipta dan Rahasia Dagang
sistem pelindungan hukumnya melalui prinsip deklaratif. Saat ini pengajuan pendaftaran Merek
untuk Usaha Mikro Kecil dsn Menengah (UMKM) masih mendominasi. Menurut Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa
pelindungan atas merek diberikan setelah dilakukan pendaftaran. Sehingga pendaftaran merek
merupakan hal yang penting dalam rangka pelindungan merek (Sudaryat & Permata, 2020).

Kendala dalam pengurusan HKI pada pengusaha kuliner di antaranya adalah: (a)
Keterlibatan pengurusan HKI merek dagang UMKM di Kabupaten Mesuji. Pelaku UMKM tergolong
dalam kategori lambat, (b) Inovasi menjadi pengaruh yang penting untuk terciptanya proses
pengurusan UMKM. Pelaku usaha kuliner biasanya melakukan pertimbangan terhadap berbagai
aspek, di antaranya adalah Keuntungan, kerumitan, dan kesesuaian yang nantinya didapatkan
apabila nantinya mendaftarkan usahanya ke dalam HKI. Beberapa temuan yang menyatakan
bahwa pelaku UMKM belum menerima kepastian dari merek dagang yang sebelumnya telah
mereka daftarkan, (c) Pelaku UMKM mengharapkan adanya pembebasan biaya dalam proses
pengurusan HKI merek dagang, kemudian dipermudah untuk pengurusan berkas dan dilakukan
pendampingan pada saat setelah dilakukan proses pendaftaran agar tidak terjadi miskonsepsi
program yang dijalankan.

Dalam penelitian lainnya, Bhakti menjelaskan bahwa resep inovatif masakan merupakan hal
yang mendasar dalam melakukan usaha kuliner. Dengan adanya inovasi dalam resep makanan,
maka akan menjadi pembeda dan ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan pesaingnya.
Resep menjadi hal yang sepatutnya dirahasiakan dan tidak diketahui oleh pihak lain. Selain
daripada resep, tentunya hal yang menjadi ciri khas bagi pengusaha di bidang kuliner adalah
tentang produk/merek dagang yang digunakan, Merek dagang yang digunakan dapat diberikan
lisensi agar pihak lain tidak dapat menggunakan rahasia dagang demi mencegah dirugikannya
pemilik lisensi dalam persaingan antar pengusaha kuliner di Kabupaten Mesuji. Informasi dianggap
memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk
menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan
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secara ekonomi (Isnaini, 2010). Suatu rahasia dagang seperti resep khusus yang digunakan akan
mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai
ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upayaupaya sebagaimana mestinya.

Gambar 1. Pengabdian Masyarakat Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hki Bagi Pelaku UMKM
Industri Kreatif di Kabupaten Mesuji
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4. Kesimpulan

Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab enggannya pengusaha kuliner dalam
menggunakan HKI, di antaranya adalah: (a) Mahalnya biaya registrasi, (b) Pengurusan yang
panjang dan kompleks, dan yang terakhir (c) Hukum yang terlalu lemah dalam penegakan HKI.
Selain itu, diperlukannya sinergitas dari berbagai pihak demi terciptanya lingkungan usaha UMKM
di Kabupaten Mesuji yang terlindungi oleh HKI. Terutama peran pemerintah daerah setempat
dalam mendukung UMKM di Kabupaten Mesuji khususnya kuliner. Mayoritas pelaku UMKM di
Kabupaten Mesuji belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI, karena minimnya
pemahaman dan pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa
saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini
adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh
mereka yang memiliki kapabalitas dan akses untuk HKI yang dimaksud di atas. Menteri Hukum dan
HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedur dalam pengurusan pendaftaran Hak
Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek
memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya
surat penciptaan 2 rangkap sebagai bukti pendaftaran. Lembar pertama dikirim kepada pemohon
dan lembar kedua digunakan sebagai arsip di Kantor Ditjen KI yang dimuat dalam daftar umum
ciptaan.
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